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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : 000.8.3.2/28.2/PUSTAKA/2025 

TENTANG 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA  

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

 

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan 

guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, 

maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan 

Maklumat Pelayanan Publik; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, 

untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan 

yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Kepala Dinas 

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 

Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang 

Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah 

Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2755); 

  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan 

undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  

  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010–2025;  

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 

2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  

  8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Sususan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

 

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Jabung Barat ini; 

 

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas 

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 

memberikan pelayanan; 

 



 

KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan Publik dapat dikenakan 

sanksi dan tindakan administrative sesuai dengan peraturan dan 

perundangan – undangan; 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di : Kuala Tungkal 

Pada tanggal :  31 Januari 2025 

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

 

ERLINAWATY, S.H. 



 
LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN 

DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR : ... 000.8.3.2/28.2/PUSTAKA/2025 

 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK 

 

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN 

PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH 

DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI 

BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” 

 

 

 

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

 

ERLINAWATY, S.H. 

 


